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KETENTUAN PENERAPAN P3B DAN PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN P3B PERDIRJEN SEBELUMNYA

, Perdirjen Pajak Nomor 62/PJ/2009 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan P3B s.t.d.d. Perdirjen
' Pajak Nomor 25/PJ/2010 (8 Pasal): ‘

Perdirjen Pajak Nomor 61/PJ/2009 tentang Tata Cara
Penerapan P3B s.t.d.t.d. Perdirjen Pajak Nomor
24/PJ/2010 (11 Pasal):

|

|
#Surat Keterangan Domisili (SKD)# i #Konsekuensi Penyalahgunaan P3B#
i
I

#Kewajiban Administrasi KPP# #Ketentuan substance over form#
#Prosedur MAP#

B Gt S P

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN
PERSETUJUAN PENGHINDARAN
~ PAJAKBERGANDA



Alur Tata Cara Penerapan P3B sesuai
Perdirjen PER-10/PJ/2017

| 2. Penerima Penghasilan Residen negara mitra P3B
3. Terdapat perbedaan ketentuan UU PPh & P3B

Identifikasi transaksi
dengan WPLN dan PPh
PotPut terutang

emenuhi

Ya

enyampaika
SKD WPLN dan bukan
e tepatwaktu " Treaty Abuse

” Tidak ~

~ Memenuhi2
T syaratP3B 7

Ya

- Perlakuan PB

 Proses Refund atau MAP
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Matriks Perdirjen PER-10/PJ/2017
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Ketentuan Umum
- BAB I (1)

Pemotongan dan
Pemungutan Pajak

Penghindaran Pajak Tambahan

f Kewajiban Pemotongan§ & Memenuhi Persyaratan | 8
¢ dan Pemungutan Pajak & .. & Administratif

BABII(2) & BAB V (6,7)

Penyalahgunaan P3B My i Lain-léin
BAB VII (9) _' BAB IX (11,12)

§ Tata Cara Pemotongan |
atau Pemungutan dan
_ Pelaporan Pajak

Bab 1l (3,4)

# Memenuhi Persyaratan
: Tertentu Lainnya

BAB VI (8)

Beneficial Owner | Peralihan
BAB VIII (10) i BAB X (13)

‘ Pengbalian Kelebihan{
Pemotongan atau
Pemungutan Pajak

Penutup

BAB XI (14)
BAB IV (5)
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'PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMOTONGAN PAJAK

Pemotong
CELVELELY

Pemungut Pajak:

= wajib melakukan
pemotongan
dan/atau
pemungutan pajak

sesuai UU PPh; atau

» wajib melakukan
pemotongan
dan/atau
pemungutan pajak

sesuai ketentuan P3B

e harus membuat bukti
pemotongan dan/atau
pemungutan pajak;

¢ harus menyampaikan
FC SKD WPLN |
yang telah
dilegalisir _
sebagai lampiran
dalam SPT Masa untuk

masa terutangnya pajak
~ penghasilan; dan
. dapat menyampaikan
SKD WPLN secara
elektronik

Keleblhan

_Pemotongan

dan/atau

Pemungutan Pajak:

« dilakukan dalam hal
terjadi kesalahan

penerapan P3B ata U

* SKD WPLN terlambat

disampaikan;

» tidak diberikan dalam hal
terjadi penyaiahgunaan
P3B

; mengajukan MAP

GELET hal:

e tidak menerima Manfaat
P3B; dan

. Pemotong dan/atau
Pemungut Pajak tidak
menyampaikan SPT Masa




g menggunakan Form DGT-1 atau Form DGT-2
diisi dengan benar, lengkap dan jelas I

|

! ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan § .
===l tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di |
negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B

disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda |
yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang ||

====3 Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra |
atau yurisdiksi mitra P3B*) |

digunakan untuk PEriode yan
tercantum padasko wein.

Periode yang tercantum pada SKD
WPLN paling lama 12 bulan

i disampaikan oleh Pemotong dan/atau Pemungu:st?

| pajak bersamaan dengan penyampaian |

SPT Masa, paling lambat pada saat
berakhirnya batas waktu

penyampaian SPT Masa untuk masa
pajak terutangnya pajak

|
|
{
|
i 4
{
|
|
|
|

7

‘; Untuk Form DGT-1, WPLN harus menyatakan dalam lembar ke-2 bahwa WPLN

| mempunyai:

motif ekonomi yang relevan terkait pendirian entitas;

kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut
mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;

aset tetap dan tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk menjalankan kegiatan
usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan
penghasilan dari Indonesia;

pegawai dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan bidang usahayang
dijalankan dalam jumlah yang cukup dan memadai; dan

5. kegiatan atau usaha aktif lainnya selain hanya menerima penghasilan berupa

o

g

i

dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia;

\

Untuk Form DGT-1 dan WPLN dipersyaratkan sebagai BO, WPLN juga harus menyatakan

dalam lembar ke-3 formulir tersebut bahwa:

1. bagi WPLN orang pribadli, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau
2. bagi WPLN Badan, tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit, yang harus
memenuhi ketentuan:
a) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak,
yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
b} tidak lebih dari 50% penghasilan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada
pihak lain;
¢} menanggung risiko atas aset, modal, dan/atau kewajiban yang dimiliki; dan
d) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk memberikan
sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak
lainnya; dan

undang di bidang perpajakan di negara tersebut; dan
2. tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit atas penghasilan yang diterima,
dalam hal WPLN dipersyaratkan sebagai Beneficial Owner berdasarkan P3B.

Untuk Form DGT-2, WPLN harus menyatakan dalam Part Il formulir tersebut bahwa WPLN:
1. merupakan subjek pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B berdasarkan undang-

mm|m o
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Pengganti Penandasahan pada
Part ITI Form DGT-1 dan

* menggunakan bahasa Inggris;

* berupa dokumen asli  atau dokumen fotokopi yang telah

dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu |
Pemotong dan/atau Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib .
Pajak;
o paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama
WPLN, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya |
Certificate of Residence; dan ‘

* mencantumkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda }
yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang ¢
Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau
yurisdiksi mitra P3B. :




- Penghindaran Pajak

R e T T TR

¢ Bukan Penyalahgunaan P3B dalam hal WPLN memiliki:

» substansi ekonomi (economic substance) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan
transaksi;

e bentuk hukum (legal form) yang sama dengan substansi ekonomi (economic substance)
dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;

o kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut
mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;

* aset tetap dan aset tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk melaksanakan kegiatan
usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan
penghasilan dari Indonesia;

» pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian dan keterampilan
tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan; dan

e kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga
dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia.

: . ® WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau
' * WPLN badan, tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit, yang harus memenuhi
ketentuan:
' mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang
. mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
. e tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
* menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan
* tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau
seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

 WPLN m_emenuh_i__'
. ketentuan sebagai

Beneficial Owner
‘dalamhal:
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® Lembaga-lembaga tertentu
vang dikecualikan dapat tidak
menggunakan Form DGT-1
atau Form DGT-2.

e Lembaga-lembaga tersebut
wajib menyampaikan CoR
atau surat keterangan dari
otoritas perpajakan di negara
mitra atau vyurisdiksi mitra
P3B.

¢ WPLN harus menyerahkan

CoR untuk menerapkan
ketentuan yang diatur dalam
P3B selain ketentuan
pemotongan dan/atau
pemungutan Pajak

Penghasilan kepada KPP yang
wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal, tempat
kegiatan usaha atau tempat
kedudukan WPLN di

S /.

e SKD yang telah
disahkan sebelumnya
dan masa berlakunya
belum terlewati, tetap
dapat  dipergunakan
sampai dengan
berakhirnya masa
berlaku tersebut

® Peraturan Direktur
Jenderal Pajak PER-
61/PJ/2009 s.t.d.d.
PER-24/P}/2010,

dicabut dan
dinyatakan tidak
berlaku

® Peraturan Direktur

Jenderal Pajak PER-
62/PJ/2009 s.t.d.d.
PER-25/PJ/2010,

dicabut dan
dinyatakan tidak
berlaku

® Peraturan
Direktur
Jenderal ini
mulai berlaku
pada tanggal
1 Agustus
2017




Form-DGT 1
Page 1 Preamble

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDOHE SIA (FORM DGT-1)
DIRECTORATE GEMERAL OF TAXES

CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONE SIA WITHHOLDING TAX

Guidance : ;
This form is to be completed by a person (which includes a body of 3 persen, corporate or non corporate;
- wha is a resident of a country which has concluded a Double Taxation Convention (CTC! with Indonesia and
- who daimes religf from Indonesia Income Tax in respect of the following income eamed in Indonesiz {dividend. interest.
royalies. income from rendering services, and ether income) subiect to withholding tax in Indenesia.
Do not use this form for :
- @ zanking institution, or
= apension fund. or

- a person who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of income arises from the transfer of bonds or stocks which
traded or registered in Indonesia stock exchange and eamed the income or setfled the fransaction through a Custodian in
Indonesia, other than interest and dividend.

£} partizulars in the form are to 22 properly furnished, and the form shall oe signed as completed. This form must be cerified by the
Competent Authority or his authorzed representative or authorzed tax office in the counfry where the income recipient is a tax
regident before submitted to Indenesian withholding agent.

© Dit. PI, DIP
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Form-DGT 1
Page 1 Part |

All particulars in the form are to be properly furnished, and the,
Competent Authority or his authorzed representative or auth
resident before submitted to Indonesian withhalding agent.

i

shall be signed as completed. This fol
(0 tax office in the country where the |

~ ae certified oy the
~ recipient is a tax

| -
NAME OF THE COUNTRY OF INCOME RECIPIENT: j\ )
v
e
INCOME RECIPIENT \ﬁ
|
Tar ID Number ' 2
Name 3
Full address 4
Contact Humber 5F  emal : &)

© Dit. PI1, DJP




Cara Pengisian Form-DGT 1

Form-DGT 1
Page 1 Part I

DECL| RATION BY THE INC

: | J

ifuf name) P 7} herely
declars that | have examined the information provided in tris?i\ andtothe oesty | knowledge and belisf it is true.
comect and complete. Ifurther declarethat | | 1am [ ] thiscofl 4y isnotan Indonesian resident
tarpayer. Piesze checkthe box scooroingly) 4
8 o ® )
Signature ofthe income recipient or mdividual Place. date imm/ddiy) Capacityin which ading

autherized to sign forihe income rscipient

© Dit. PI, DJP
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Cara Pengisian Form-DGT 1

Form-DGT 1
Page 1 Part Il

TAX OFFICE

. ATAUTHORITY ORAUTK
" NCE: ey

For the purpose %x relief. it is hereby confirmed |

o aresidentin

% o 12} of the #

/ year 12 within
«ccordance with Double Tax® .

Comvention concluded between

11} for the period £

the meaning of the Double Taxation Convention in‘
Indonesia and 18}

O Ficial
stamp nf
R e 3 Fem— Ty 7 ! {18}
Hame and Signature ofthe Competent Authonty or i PO Capacitydesignation of signatory Place, dats fmm
his authorized representative or authorized tax office
Office address: 18}

This form is availabie and may be dowrlosded st this websie: htfpvww peiakgo.id

DGT-1 Page 1

© Dit. PI, DJP



Cara Pengisian Form-DGT 1

Form-DGT 1

Page 2 Part IV

L T e
““Tﬁ;}ﬁm "'ﬁ,‘,‘;ﬂ"{}, il

Tax 0 Numoer
Name

Full adamss
Contact Number

© Dit. PI, DJP
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Cara Pengisian Form-DGT 1

dengan nama"‘tangg:\

S FUR & ey

£n

@ =~ D

Form-DGT 1
Page 2 Part V

. Mame of Income Recipient __g jj ‘\ ol o
Date of nirth (mavddiyyyy: = F : / (26} \

. Full address : i

. One of the principal purposes of the arrangements or transactions is o abtain D Yes No §
nensfit under the convention and contrary to the cbject and purpose of the DTC.

. Are you acting as an agent or a nomines? D Yes MNo

. Do you have permanent home in Indonesia? I:l Yes E Mo

. In what country do you ordinarily reside?

. Have you ever been resided in Indonesia? D Yes Mo
If so, inwhat period? ! ! to i

Please provide the address :

. Do you have any office, or other place of business in Indonesia®? |:| Yes IZ] MNo 33)

If so. please provide the address:

© Dit. PI, DIP



Form-DGT 1
Page 2 Part VI
No. 1-4

1. Cauntry of registration/incorparaticn :
Z Vihich country doesthe place of management or control reside?

3 Address of Head Office -

4 Address of oranches, offices, or other place of susingss in Indznesia iif any; -

© Dit. PI, DJP
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Form-DGT 1
Page 2 Part VI
No. 5-10

0w eeww

@ 0w w

@ @

| & &d&ﬂw aset tetap dan tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk men_zalankan keglatan usaha dl negara

 Cara Pengisian Form-DGT 1

(fr;;b pertanyaan no. 5 s. d 10 dengan menandal kotak yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya A
(Treaty Abuse Test) Non lndmdu yang dapat memperoleh mahfaat P3B memullkl kriteria:

R ﬁd&k ‘memiliki tujuan utama atau salah satu tujuan: utama pengaturan transaksi adalah untuk mendapatkan'_
Manfaat P3B serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dlbentuknya P3B

3.. ‘adanya motif ekonomi yang relevan terkait pendirian. entltas

acfam;a kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunval
“kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; :

‘mitra atau yur|5d|k51 mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasdan dari Indonesia; it :
9, adanya pegawai dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan b;dang usaha yang dualankan dalam jumlah'

5. One of the principal purposes of the arrangements ortransactions istoc obtain
benefit under the convention and cortrary to the object and purpose of the DTC.

6 There are relevant econemic matives ar other valid reasans for the
estanlishment of the forsign entity

7. The entity hasits own management to conduct the business and
such management has an independent discretion.

8 The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets
generating income frem Indonesia.

9 The entity has sufficient and qualified personel to conduct the business.

10. The entity has ousiness activity other than receiving dividend, interest.

royalty sourced fromindanesia.

- yang cukup dan memadai; dan 1

10.adanya kegiatan atau usaha aktif lainnya selain hanya menerima penghasﬂan berupa dwlden, bunga dan/atau j
royaltl yang bersumber dari Indonesia;
I:I Yes

Yes
E Yes
Yes

Yes
‘i‘es

l&é‘
[ e

(38)

LX_J N
[[Jne @
[ Jne
[ Jno

[[no
[[Jne

<0

40

© Dit. PI, DJP
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Form-DGT 1
Page 2 Part VI
Declaration

| declare that| have examined,
true, comect. and complete.

44 i ;14

(48}

Signatwre ofthe income rEcipient or individual Piace, date immiddhy) Capacity in vhich ading
authorized to sign forthe income recpient - ‘

Thiz fom is availabie and mey be downbzded 2t thiswebsie: hitp/vvw pajakgo.id

DGT-1Page 2

© Dit. PI, DIP
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Form-DGT 1
Page 3 Part VI

- merr liiklfkrltena
1. tidak bertlndak sebagai agen/nommee

men\‘= tangkan penghasilan dari Indonesia;

il an i e
: :4,, menanggmg risiko atas aset ‘modal atau kewajlban yang dlmlllkl dan

a penghasnlan berupa li\nden Bunga dan Royalti yang memperoleh manfaat PSB

"2, mempmyai kendali untuk menggunakan atau memkma’ci danai aset, atau hak yang

3. tidak !ebih dari 50% penghasﬂan badan digunakan untuk memenuhl keWajlban kepada p{hak

fﬁi-, ti@ak mempunyai kewajiban baik tertulis. maupun tidak tei’tulis untuk meneruskan sebagian o

atau seluruh penghasilan yang diterima dari lndonema kepada p!hak Ialn o v ,f’ﬁ
— "“"::“‘“““*
%E
TO BE COMPLETED IF THE INCOME EARNED ARE DIVI DEND INTEREST,
OR ROYALTY
1. The entity is acting as an agent, nominee or conduit D Yes No ©7
2. The entity has controliing rights or disposal rights on the income Yes D Mo 48
orthe assets or rights that generate the income.
3. Na more than 50 per cent of the enfity's income is used to satisfy claims by Yes [ [no #
other persons.
4. The entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability Yes [ |No 0
5. The entity has contract's which obliges the entity to transfer the income D Yes Ng &1

received to resident of third country.

© Dit. PI, DJP




'Form-DGT 1

Page 3 Part VIII

T oo eamees rrow]

~  IsClLAWMED 3
1. Dividend, Interest, or Royalties:

2. Typeof Inpsme- 52}

5. Amount of Income liaols o withholding tas under Indonesian Law | iOR. =3

£ Amount of Income liasle o withholding tax under GTC:

Amaunt © i) Parcentage ©

2. Income from rendering services [including professional) =
a. Tvped lncome:
5. Amount of incame liable o withholging tax under Indonesian Law - IDR.
<. Amaunt of Income liazle to withhelging tax undsr DTC -

Zmaunt - i) Parcentage
d. Pericd of engagement immiddiyy
i / 15 ! !
i ¢ iz ! /
i ! 12 ! I
H { iz ! I

@© Dit. PI, DJP
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Cara Pengisian Form-DGT 1

Form-DGT 1
Page 3 Part VIl
No. 3 dan
Declaration

3. Other Type of Income :
a. Typeof Incoma:
5. Amount of Income liasle to withhelding 1ax under Indonesian Law : IBR.
. Amount of Income liable ta withhalding fax under BTC:
Amount {83} Percentage

@ W wwe e w

™

l

)

)

)

™

| declare that | have examined tha information provided in this form and to the test of ny knowledge and belisf it is
frug, comect and complete.

85§

Sigaature of the income reCipient o individual Place, date immiddAy,
authorized to sign Brihe income redpient

e
yang sah mewakil
i dengan tempat,

This form is avafzbie and may be donnlosdsd & thiswebsie: hipivww peiskgo id

[y

DGT-1Page 3

© Dit. PI, DIP



Cara Peh-g’is;ian Form-DGT 2

Form-DGT 2
Page 1 Preamble

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX

{(FORM DGT-2)

Guidance :
This formis to be completed oy a person (which includes 3 body of a person, corporate or nen corporate; who & a resident
of a country which has concluded Doutde Taxation Convention (DTC] with Indonesia, whe is:
= @ banking instiution. or
= 3 pension fund, or
- a person who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of income arises from the transfer of bonds or stodks which
traded or registered in Indenesia stock exchange and eamed the income or seltled the transaction through a Custodian in
Indonesia other than interest and dividend

&)l particulars in the form are to oe propery furnished. and the form shall be signed as completed. This form must oe cerified oy the
Competent Authority or his suthorked representative or authorized fax office in the country where the income recipient B a tax
recident oefore supmitted to Indonesian withholding agent/ Custodian.

© Dit. PI, DIP
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Cara Pengisian Form-DGT 2

Form-DGT 2

Page 1 Part |

Al particulars in the form are to be properly fumishéd, and '-‘f'j' rm shall be signed as completed. This f 4 t be certified by the
Competent Authority or his authorzed representative or aul ized tax office in the country wher th '5;'_‘"'[_"_ g recipient & a fax
resident before submitted to Indonesian withholding agent'Cug, dian. \ e
NAME OF THE COUNTRY OF INCOME RECIPIENT : ‘ \ ()
INCOME RECIPIENT \j
L
Tax ID Number 12}
Mame i3}
Full address i4)
Contact MNumbzer = emai : &

© Dit. PI, DIP




Form-DGT 2
Page 1 Partll

2. In relation with the eamed income, Di am Diﬁs comp
accordingly}

% The seneficial owner is not an Indonesian resident taxpayer and D! j
taxpayer, and (Please chedk the box accordingly)

4. | have examined the information stated an this form and to the best kngy

r isnotacting a

g ) ! {
Signature ofthe income regpient orindiidual Place. date immiddivy)
authorzed to sien for the inceme redipient

© Dit. PI, DJP

DECLARATION BY, JHE INCO
A
1. | declared that | am a recident of 1L state of reaicence! for income tax
purpesas within the meaning of Dousle Taxation Convention\ |ooth countries:

nt or a nomines; (Please check Be box

/" |this company is not an Indonesian resident

(edge and nelief itistrus, comect and complete:

i 0
Capaciy in which acling

=

b |
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Form-DGT 2
Page 1 Part i

TIFICATION BY CO i

THE COUNTRY OF

. INT AUTHORITY OR AUTH(
NCE :

Forthe purpg

{11} for the period

indonesia and

of tax relief it is hereby confirme

ihe meaning of the Double Taxation Corvention i

the taxpayer mentioned in Partl is il
e} (13 of the fiscal yes |
‘accordance with Double Taxation Cony.

(15}

{14} within

Kame snd Signsture of the Compstent Authority or
hiz suthorizes representstive or suthorized tax office

Office address:

{18 -

Official
Samo i’

ANy {17} 7 4 {18}

Cspacity/ designstion of signstory Fizce, gsts [mm/doiy)

-
2

Thiz form iz svsiabie and m sy be downiosded =t fhis websife: hiip.fwwwepgisk go.id

DGT-2 Page 1
© Dit. PI, DIP




Form-DGT2

Page 2 Part IV

1. Dividend. Interest, or Royalties:
a. Typedf Inoome ;

Amaunt -

. Amount of Income lizsle o withhoiging t3x under indonesian Law
. Amount of incame liasle to wathholding tar under DTG

2]

2. Income from rendering services {including professional) :

a. Tipe o Inpome ]
5. Amiount of Income liatle to withholding tax under Indonesian Lag IDR. 255
¢ Amount o Income liasle to withholding fax under DTC
Aot - 1] Percentace © ]
4. Perizd of engagement (movdaie) - 28}
4 f o 4 : Emr T
I : in i i
! ! i ¥ !
! ol i !

© Dit. PI, DJP
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Cara Pengisian Form-DGT 2

Form-DGT 2

Page 2 Part IV
No. 3 dan
Declaration

3. Other Type of Income :
a. Typeof income:

. Amount of Income liable to withholding tax under Indenesisn Law [CR.

¢ Ameunt of Inceme liadle to withhelding tax under DTC
Amount : i Percentaga

| daclare that| have examined the information provided in this form and fo the bedl of my imowledge and oelief it is
true, comect, and complete,

: T
Signature ofthe income recipient or individual Place, date immiddiy) Capachyin vhich &

authorized to sign forths income recpient

Thiz form i axailabis and may be downibadsd 2 thiswebsle: hitp:lwww pyakgo.id

DGT-ZPage 2
© Dit. PI, DJP
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Alur Dokumen ,
Form DGT Dalam Transaksi

A

WPDN menyetor PPh
26/PPN dan menginput {

BUPOT PPh/LAMP B1 SPM PPN v  PELAPORAN

-

SPT Masa serta
membuat Bupot PPh 26

& Melaporkan SPT WPDN menghitung

tagihan pembayaran

~ dengan memperhitungkan

PPN serta PPh 26 yang harus
disetorkan dan sisanya .

ditransfer

Invoice sesuai dengan
Jatuh Tempo dalam
Kontrak dan diberikan

tenggang waktu i R
pembyran i b S FORM DGT-2

Wi
TS

Periode Pekerjaan
sesuai dengan

Perjanjian PELAKSAAN KERJA KONTRAK

Form DGT-1 dan 2 diisi dan
} diminta pengesahan oleh

PEMAKAIAN JASA FORM DGT-1 WPLN ke CA / KPP Terdftar

Legal Formal berisi klausul
jenis transaksi, periode

} jatuh tempo pembayaran;
hak-kewajiban

@ WO WwWPE®EWEYDEWW



SKEMA PERMOHONAN LEGALISIR
SE DJP Belum Terblt

Surat

Permohonan ;Hal ]l set L > 1 set

< Legahsu'SKD : Hal 2 s 1 <ot

e - B

o ”;”‘ =| SKD/CoR | @ E{“Surat Permhn f
FCSKDCoR &
L Leg SKD/CoR | -I\ yZ [ }fg SKD/CoR |

- o Xy

1. Legalisir pada prinsipnya adalah mencocokkan suatu dokumen
antara FC dengan Aslinya (Copie Collationnee)

2. Formulir DGT dari sifatnya:
a. DGT-1/2 Hal 1 - sifatnya data statis
b. DGT-1/2 Hal 2 - sifatnya data statis kecuali DGT-2
c. DGT-1 Hal3 - sifatnya data tidak statis

.’4_.__ :‘3
rE R m NN
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU
PPh, dilakukan pada akhir bulan:

tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu

disediakan untuk é jatuh temponya _
dibayarkannya dibayarkannya embayaran penghasilan |
penghasilan penghasilan yang bersangkutan

(seperti: dividen) seperti: bunga dan sewa) |

saat yang ditentukan = dalam kontrak atau
perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa
teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya)
Ps 15 (4) PP 94 Tahun 2010




GROSS-UP

( PPh Pasal 26

Ps 4 PP 138 Th 2000

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam
menghitung besarnya Ph Kena Pajak WPDN dan BUT|
termasuk PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan,
ikecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dlmaksud:
-dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk!
: dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut :
iditambahkan dalam penghitungan dasar untuk |
[ pemotongan pajak

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam

menentukan besarnya Ph Kena Pajak bagi WPDN dan BUT

termasuk PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan.
B Ps 13 PP 94 Th 2010

ﬂit(!l‘ (LA TN L O O O O 1
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ulan | .
ing Yang Harus Diperhatikan

Pembyran P3B harus ada SKD

Periode dalam Form DGT Hal 1

g Tahun Pajak dalam CoR

Legalisir Form DGT / CoR

Saat Terutang Kontrak/SPK/Faktur

mm e ™ ® O ®m® O ® 0 qs

' Bukti Potong PPh Wajib Dibuat

Lampirkan SKD di SPT Masa
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NPV

Nama . [AlBlE]

Bukti Potong
PPh Pasal 26

KEMENTERIAN KEUAMGAN REPUBLIK INDOMNE S1A
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYAMAN PAJAK
KPP MADYA BANDUNG

[0]o] -[0]0[0] -[G]o]o] -[0] -[0[0[0] - [0]0

[
i ) 9 OO, P S P DD, | s
I

Alamat s ElINIGTATPIUIRIAL | | T T T [ 1 |
1 Dividen I
2. Bunga
3 Royalti
4. Sewa dan Penghasilan lain P ’~

10
e b
12

13

sehubungan dengan

barkala

tindung nitai

utang

pengalinan saham

FPeanghasilan

sasuda urangi pajak

Pengguo@man harta setain
panghasilan atas pangatihan
tanah dan atau bangunan
Imbaian schubungan dengan
imsa poakariaan, dan koagiatan
Hadiah dan penghargaan

Peansiun dan pambayaran

FPrami swap dan transaksi

FPenjualan harta di Indonesia
Premi asuransifraasuransi

Fenghasilan dari penjusalian

ajak BUT

Keuntungan karsna pembsbasan

500.000.000 ; 20.00 [ o

SUPRTL A

L g

1A

TRIEATY

BANDUNG, 21 OKTOBER 2017

FPeamotong Pajak =

:[(A12] -[314715] -[6]718] -[9] -[A]4]4] -[0]616]
Narma DIEE] | T (T I B A B e




1 OIIQI 17 16/ ‘{ 118 12:"{21 17 30{2! 18 30l|611 8

: Periode 09-12 2 . [ Kelengkapan ]
9017 Sesual Kontrak [ Hal Terakhir [ SSP PPh 26 ] Dokumen

Studi Kasus S
( PPh Pasal 26 -
=

PT Berkah akan melakukan pembayaran tagihan jasa ke SPLN >

Kanada yang memiliki SKD & CoR dengan tarif 0% <

Pertanyaan: Berapa tarif PPh 26 & kpn Bupot dibuat? v

GoR DGT % Invoice Pembayaran Bukt Petong v

1011118 1212118 2612118 301{13118 30!?3!18 L

] | I I I 3

10'% . = . = - = . = W e
: ; Sesuai Kontrak ] o

| Tnpikz0m | | wai Toraknir ln SUAIKOMIAN | ( vransternank | | sspepnzs | %

PT Sabar akan melakukan pembayaran tagihan royalti ke SPLN ;

Singapura yang memiliki SKD dengan tarif 10% i

Pertanyaan: Berapa tarif PPh 26 & kpn Bupot dibuat? "

DGT Part Il Inveice DGT % Bukti Potong Pembayaran &

"

o

&
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KPP Madya Bandun
GKN Gedur):’ga N g

JI Asia Afrika 114, Bandung EE&ES




Pengantar Penerapan P3B

Bandung, 18 Oktober 2017
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Outline

) Latar Belakang

) Tujuan P3B

) Interak.si UU_ PPh dan P3B
3 Cara 'Eenerapa.n P3B di.Indones.ia
BEPS Actio_nﬂG
. Antl Treaty Abuse .daulam PE..R.-1.0/PJ/2017
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Adanya rekomendasi G-20 dalam BEPS Project (Action 6) untuk mencegah
dan mengatasi penyalahgunaan P3B (freaty abuse). Dengan telah terbitnya
BEPS Deliverables (Action 6) pada bulan November 2015, maka diperlukan
penyesuaian terhadap best practice internasional dan penyempurnaan
ketentuan domestik untuk menangkal penghindaran pajak.

Terdapat permasalahan-permasalahan administratif dalam pelaksanaan
ketentuan Tata Cara Penerapan P3B dan Pencegahan Penyalahgunaan
P3B (Per-61 stdd Per-24 dan Per-62 stdd Per-25) sehingga diperlukan
penyempurnaan guna memberikan kemudahan kepada Waijib Pajak,
Pemotong Pajak, dan DJP serta mengurangi sengketa pajak.

Dalam rangka meringankan beban administrasi, meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak, diperlukan pengaturan untuk penyampaian SKD secara
elektronis.




Tu]uan P3B

= Mencegah pajak berganda (double taxation), penghindaran

pajak (tax avoidance), dan pengelakan pajak (fax evasion),
= Menghilangkan hambatan dalam perdagangan internasional p
dan investasi, 3
= Akhirnya, mengoptimalkan kesejahteraan karena sumber daya  ©
teralokasi secara efisien.
Dengan cara, diantaranya: e
Menyediakan aturan baku untuk membagi hak pemajakan =
antarnegara, (3

Menghilangkan diskriminasi perpajakan,
Menyediakan ketentuan penyelesaian sengketa pajak
Meningkatkan daya saing internasional bagi ekonomi negara

a m momm



» Interaksi UU PPh dan P3B

[ St | //R%\ B, AR

J / dite- ._Ya " Konflik \_Xa
|
|
|
‘

i ~._ fapkan _~ *’”*ﬁ*’“‘]\\ dnguUu
| ? “~PPh?~
Identifikasi Transaksi o EE’,U/
Internasional, seperti:

§

Subjek & Objek Pajak |

Tidak |
Tidak 4

f

| |
| |
e

4

i Tentukan
l Perlakuan Pajak
I

; ' Perlakuan Pajak
; v | menurut P3B, khusus
g Perlakuan Pajak ? untuk isu yang
menurut UU PPh . menurut UU PPh | ' berkonflik.
| . JALAN TERUSII |

__—Ada Ya |

i PPh 3
‘\terutang -
Tidak L.
, +
Stop

i
?
i
|
?
L 4
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Ob]ek PaJak =
, &
PemaJakan SPLN non- BUT PPh Pasal 26 &
TN A Didien \ / \ '3
Q- P Egnglz;i sewa & penghasilan *rengh il danpeldl -

sel'\llubdn S denp ang e saham perseroan Indonesia
Bl harta 2 salinde » Penghasilan dari penjualan -
L - Imbalan atas jasa, pekerjaan Ll U 2
E A kegiatan e + Penghasilan dari penjualan -
K K . Hadiah & penghargaan atau pengalihan saham -

« Pensiun perusahaan SPV

» Premi swap & transaksi lindung nilai »FremEasians =
G ey \Keuntungan pembebasan utang / -
Tarif | 20 % -
{ DPP J i Jumlah imbalan bruto J [ Perkiraan Penghasilan Neto J -

m

)



Relief-at-source: Indonesia

SKD

DJP

Jika Gagal

Refund Request

Pasal 17 (2) UU KUP

I

Request
For MAP

PMK- 187[PMK.03/2(115

Application For MAP

Tax Office

GJGJGJGJG)WG)G}@@GJ@@&?-

MAP: Mutual Agreement Procedures
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Persyaratan 'Admi'n'_i_'strétif-* | s

~———  menggunakan Form DGT-1 atau Form DGT-2

e diisi dengan benar, lengkap dan jelas

ditandatangani atau diberi tanda yang setara
dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai
dengan kelaziman di negara mitra atau
: yurisdiksi mitra P38 .

| disahkan dengan ditandatangani atau diberi
tanda yang setara dengan tanda tangan oleh
Pejabat yang Berwenang sesuai dengan
kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra
P3B*)

dlgunakan untuk periode yang tercantum pada
SKD WPLN

disampaikan oleh Pemotong dan/atau
| Pemungut Pajak bersamaan dengan
—— penyampaian SPT Masa, paling lambat pada
saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT
Masa untuk masa pajak terutangnya pajak

Persyaratan Tertentu Lainnya

Untuk Form DGT-1, WPLN harus menyatakan dalam lembar ke-2 bahwa WPLN

mempunyai:

‘1. motif ekonomiyang relevan terkait pendirian entitas;

. kegiatan usaha yang dikelola cleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut

| mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;

| 3.asettetap dan tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk menjalankan kegiatan

] usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P38 selain aset yang mendatangkan
penghasilan dariindonesia;

. pegawal dengan keahlian tertentu yang sesual dengan bidang usahayang

| dijalankan dalam jumlah yang cukup dan memadai; dan

. kegiatan atau usahaaktif lainnya selain hanya menerima penghasilan berupa
dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia;

W N

=3

(52

Untuk Form DGT-1 dan WPLN dipersyaratkan sebagai BO, WPLN juga harus menyatakan
dalam lembar ke-3 formulir tersebut bahwa: -

1. bagi WPLN arang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau
2. bagi WPLN Badan, tidak bertindak sebagal Agen, Nominee, atau Conduit, yang harus
memenuhi ketentuan:
a) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak,
yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
b) tidak lebih dari 50% penghasilan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada
pihak lain;
| ¢) menanggung risiko atas aset, modal, dan/atau kewajiban yang dimiliki; dan
| d) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk memberikan
sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak
lainnya; dan

Untuk Form DGTZ WPLN harus menyatakan dalam Part Il formulir tersebut hahwa
WPLN:

I 1. merupakan subjek pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P38 berdasarkan undang-
undang di bidang perpajakan di negara tersebut; dan
2. tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit atas penghasilan yang diterima,
dalam hal WPLN dipersyaratkan sebagai Beneficial Owner berdasarkan P3B.
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Mlmmum Remforced Common ap;oroache =j-'Ana cal reports &
standards |} mternatlonal standards . best pract:ces . measurlng BEPS

| T

Action & Action 11 Action 1
Prevent treaty abuse Data analysis Digital economy
Action 7 Action 12 Action 15
Prevent the artificial Mandatory disclosure rules Develop a multilateral
avoidance of PE status instrument
Action 13
IR S Re-examine transfer pricing
Aligning transfer pricing documentation

outcomes with value creation:
Intangibles;
Risk and capital; and
Other high-risk transactions

Action 14
Dispute resolution

tter harmful tax practices



B. Clarify that tax treaties are

not intended to be used to
generate double non-taxation

PPT
LOB
Residence 4(3)
PE in 31 States
Tax own residents
» Savings clause
* Departure tax

‘Art 10(2) CIVs

Art 10(2) holding period
Art 13(4) indirect
transfers

()

L |
1
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Pengertian:

Situasi dimana seseorang yang tidak berhak atas manfaat
tax treaty, namun menggunakan individu lain atau badan
hukum lain sehingga dapat memperoleh manfaat tax treaty
yang tidak tersedia secara langsung.

(Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005)

Bentuk Treaty Abuse:
=  Treaty Shopping = Dividend Transfer Transaction
= Splitting-up of Contracts *  Transaksi penghindaran Pasal 13 (4) P3B
= Hiring-Out of Labour =  BUT di negara ketiga (Triangular PE)

=  Dividend Stripping
11



Treaty Abuse Rule dalam PER-1 OIPJ1201 7

1. Principal Purpose Test
2. Treaty Abuse Test
3. Beneficial Owner Test

nEaamMEEOR AR ™D
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Principal Purpose Test (PPT) — PER-10

Pasal 9 PER-10/PJ/2017

(1) Penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf e terjadi dalam hal tujuan utama atau salah satu tujuan
utama pengaturan transaksi adalah untuk mendapatkan
Manfaat P3B serta bertentangan dengan maksud dan tujuan
dibentuknya P3B.




Treaty Abuse Test - PER-10

Pasal 9 PER-10

L

/P1/2017

(2) Penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi dalam hal
WPLN memiliki:

a.

b.

substansi ekonomi (economic substance) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan
transaksi; |

bentuk hukum (legal form) yang sama dengan substansi ekonomi (economic
substance) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;

kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut
mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;

aset tetap dan aset tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk melaksanakan
kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang
mendatangkan penghasilan dari Indonesia;

pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian dan keterampilan
tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan; dan
kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga
dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia.

M M
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Pasal 10 PER-]_O /PJ 27___

= bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau

= pagi WPLN badan, tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit,
yang harus memenuhi ketentuan:

=  mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau
hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;

= tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi
kewajiban kepada pihak lain;

*= menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan

= tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk
meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari
Indonesia kepada pihak lain
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Beneficial Owner Test — PER-10

& @ U

g, R

3 o

PER-10/P]/2017

e < vIsses

Pasal 1

bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau

bagi WPLN badan, tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit,
yang harus memenuhi ketentuan:

mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau
hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;

tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi
kewajiban kepada pihak lain;

menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan
tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk
meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari
Indonesia kepada pihak lain

-y )



PER - 08PJ/2017
TENTANG
SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM

NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
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ank You'!

KPP Madya Bandung
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PER-08/PJ/2017
TENTANG
SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK
PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM
RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

KPP MADYA BANDUNG
18 OKTOBER 2017

'. o AEOF ‘PLI 'OQ‘HN-DONIIESiA . W ' : 2
GENERAL OF TAXES : ; :




Pengantar =

Tarif Pajak Indonesia = 30%
Tarif Pajak Negara X =35%

™ ™
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Di Negara mana Tuan Polo harus
membayar pajak atas '

PenYertaanSaham peodia-iion dan Xt
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Tuan Polo
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Dividends (Ps. 10 P3B)

=

= 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting

= State to a resident of the other Contracting State may be taxed in

= that other State. :

=)

» 2. However, dividends paid by a company which is a resident of a

o, Contracting State may also be taxed in that State according to

L the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends

- is a resident of the other Contracting State, the tax so charged

4 shall not exceed:

D) a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the

~ beneficial owner is a company (other than a partnership)

g - which holds directly at least 25 per cent of the capital of the

D) company paying the dividends;

2 b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other
cases. ‘

= This paragraph shall not affect the taxation of the company in

T respect of the profits out of which the dividends are paid.

9
1
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Person Covered =

Ps. 1 P3B menyatakan:

“This Convention shall apply to persons who are residents of one
or both of the Conlracting States.”

M M

" @

Ps. 3 P3B menyatakan:

the term “person” includes an individual, a company and any other
body of persons

M

(L))

m ™

Ps. 4 P3B menyatakan”

“For the purpose of this Agreement, the term “resident of a
Contracting State” means any person who, under the laws of that
State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence,
place of incorporation, place of management or any other
criterion of similar nature...”

(|

MmO m
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Subjek Pajak Dalam Negeri (Pasal 2 ayat (3))

SPDN Orang Pribadi menurut Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh:

* mempunyai tempat tinggal (p/ace of residence)yang
dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakannya

* mempunyai tempat domisili (p/ace of domicile) yaitu
dilahirkan dan masih berada di Indonesia

* Keberadaan meliputi:

* keberadaan secara terus-menerus atau
terputus-putus; dan

* bagian dari hari dihitung penuh.

(UBKUR UK T3 TRV U/ UL

* Niat dapat dibuktikan dengan, antara lain:

=) » Visa bekerja;
* Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS);
) * Menyewa tempat tinggal di Indonesia; dan
= * Memindahkan anggota keluarganya ke Indonesia.
=

MINISTRY OF FINANCE OF REPUBLIC OF INDONESIA

‘ DIRECTORATE GENERAL OF TAXES




 Subjek Pajak Dalam Negeri (Pasal 2ayat (3))

. _t-badan yang dldmkan atau "

| bertempat kedudukan di
_--._:IndoneSIa (Pasal 2 ayat (3)

I

UBLIL
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PER-35/PJ/2010 vs PER-08/PJ/2017

=)

- Sekarang

- D:terbltkan s.d. tahun terakhir WP Dlterbltkan s.d. tahun berjalan

3 telah melaporkan SPT tahunan :

> WP telah melaporkan SPT WP telah melaporkan SPT tahunan
Tahunan atau SPT Masa PPh Pasal 25 atau 4

= ‘ ayat (2)

- Di't_erbit_kan untuk 1 tahun pajak, Diterbitkan untuk 1 tahur_i_pajak atau

= dan dapat digunakan untuk lebih  bagian tahun pajak, dan untuk 1

~ dari 1 lawan transaksi - lawan transaksi selain untuk WP

= . . kategori tertentu _

2 Tidak mengatur tentang Formulir ~ Mengatur tentang Formulir Khusus

S Khusus

= Diterbitkan dalam jangka waktu 5 Diterbitkan dalam jangka waktu 10

~ harikerja ~ hari kerja _

iy
:
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I""Penerbltan Surat Keterangan .
! Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam
Negerl Indonesna

| Pengesahan Formulir Khusus s




DEFINIS| SURAT KETERANGAN DOMISILI

(UBKUBR\

Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek

; Pajak Dalam Negeri Indonesia (SKD

> SPDN) adalah surat keterangan yang

= diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
®= dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak

> bagi Wajib Pajak dalam negeri yang

5 Isinya menerangkan bahwa Wajib Pajak

> dimaksud adalah subjek pajak dalam

® negeri Indonesia sebagaimana dimaksud
- dalam Undang-Undang PPh.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN




Syarat Pengajuan SKD SPDN

Berstatus subjek pajak dalam negeri Indonesia dan memiliki Nomor
Pokok Wajlb Pajak

b b AT S A R e T SR

Mengajukan SKD SPDN untuk tahun berjalan atau tahun yang
/ E:teiah lampau yang belum meiewat: daluwarsa penetapan

s e

Diajukan menggunakan Formulir SKD SPDN sesuai Lamp 1l
_ PER-08/PJ/2017 dan mengisi sesuai ketentuan pasal 6;

M A EOEEOEOM D

Telah melaporkan SPT Tahunan atau masa terahir SPT Masa o
- FPhPasal 25 ataubaszal 4(2) st i v
i

Diajukan ke KPP domisili tempat WPDN terdaftar.

Wi




® Formulir Pengajuan SKD SPDN

§iy KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIX INDONESIA T —

DIREXTORAT IENDERAL PAIAK IENGAN HURLF CETAK AN IAPTTAL
i et B o

FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN DOMISIL s pa s

BAG! SUBJEX PAIAK DALAM MEGER! INDONESLA {FORM SKD SPDN) Witttk

886.1 | IENTITAS WANBPAIK IDENTITAS WAKIL/KUASA WAIIS PAIAX

Frama N Mama ¥

apa i = et

Aame Sarat

» e T,
= - Z = e B
Betndek Sewea . || waat [ s
;) BAG. 1l | ENFORMAS] YANG DIPERLUKAN UNTUK PENERBITAN SKD SPON
~ 8. S Pesgers BTl vorkeclhol Mizia P32 temaac perghastlan berber
2, Muna Pk yargg chajsbm SKD SPON ackaish:  Marsa Pujek st D] Tvabunpmer [ T
— 3 Dimgan i mewssan - s ol Wi ven il ok e P gara Mt atibai
[ Mizafae.
- 4, Tduhmelapotian BT Tdunen ||
FTNia PO P 15 { PP P 6t [0 Dasa Pk Lk ]rama...o. TibEy
BAG. 11 IMFORMASH LAN YAN DARI NEGARA MITRASYURISOICS
5 MITRA P38 *}
. i Pt Fsea & Taspaysr Hanification Member Was Aupis
.)
» L
- | Hackorn o) e eeon smhueabin o ot it o ralasia G,

BAG. IV I PERNYATAAN WANB PAIAK

b L W ieeypataban baern sads Blass Fafat sl et Misa ek Futars Pulok [N T g ——
ey, babimesia seal dugan kesatus Fasal 3 et (3] Ursbarg Undany, PP, dan sl setrch sy beumbes el s
Mt o i A5 4 P18 b sarat it P sesive b =

2, Suvan Kanterangan: Guambsit i ey s Siesuann dalin caratha it ahan betwriti: dadurs 738 sntara ndormesia denga lirgase Mizra atau
“eerisdls Mt P38 sabagalinana bami s ha peda Sap. I den s aban digereay e tufue aiens

™ 3. D hal bt meagabuban, pegeetn Furindls Kt varg dbetifus e lorte Fais famacs Db tusdion Mics £38, kabwesian
- mimgpan dalar Formad Ko teseist rmenjadi tomrg awe: kemi st
Demibian i 5 s dhar et Jevelerat P stis kbl ke ofak bamm

gt sl

L o Lareggl {46 L) T ———

BAG. V E DAFTAR LAMPERAN

Surat Perespatnsn Atus Paruihasibos Ture Gikesel Pajah Peogaslun farg baralllet el
Surat Parmpatiasis Gahudcdoon e s achan tema deetsll
Fuproasll Kracwis iy dizer bithary cher, Ctorbis Pais Noagors Mitra/obalbal Mo P33
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Formulir Pengajuan SKD SPDN

M o

B Oatier: ol Rt wnrigetbone, meapssetion iemncile i sy dinetitiay ol Crsnes Puis e M8 adles Miva 1, bebesen
Frasms g Aubtin Frm Bt Elncy

[ . e i oD S Pt vl A st g 1o o b

S L [T —

Bacv | parmarumemen

oo i one o (s et 0t Pl ot Wt bl Mt P 5E

1 Gt P vepitanar s Foompheasiiar gy Thboe sl Tighob Frme sl imn W Eorvsblat vl
anar B (el afs

|
MONESIA SR GRS T OIS |
¥ ERIXTORAT JENOERAL PAIIE s e 1
b
BURST KETTR: Limwseey v dms

EAG SUURIEK PAIAK ALAN WEGER INDONESIS JROBM ST 5RO Pt soaecill

BAGE | ADEWTITAS WEAME PAIAK 5 E':' ]

[ : 2 RN Hame

AP 1T = i s Lt

fow: = - — — — - i -

z o

[ o .

Bt et ] wan —

BAG.H 1 ANFECRMALT TG LT !_ |

L. el wasn o ST B i, Rl o ak ||| Tebaen i —

A Sy ivh vty ks b * e i 7 2 . I
A <
L T el

i amien mamin]| BAG. | l IDENTITAS WAIIB PAIAK IDENTITAS WAKIL/KUASA WAJIB PAJAK = I

BAGEl INFORMAT BAENCENA PENGH L |

WATRAFIS % Mamra 2 Namz |

E mils Prugtiian ] AL, 1 RSP . WFD .'7 |
- " = -

& amrat siamart ‘

&

= 1 MoTelp. W Telp. ]

aew | 2ral : greail H_' i

Lk niabarn bt s i B v . —
vt i i e ot fed £ i |2l D Aizhi D {uzaa l

i HE daan sarri £
L daa Fefarar Cazrrbadic b I ot g arrdear: T 3 cad TTTINIT e
e o et g S, et L — e ]
I
|
I
|

ISTRY OF FINANCE COF

DIRECTORATE GENERAL OF TAXES



@

- Formulir Pengajuan SKD SPDN

|

& KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESLA P e LU
- DIREXTORAT JENDERAL PALAK DENGAN HURLF CETAR SN KASTTAL
d T it il &
FORMIUL DOMISIL o S,
BAG! SUBJEK PAIAK DALAM MEGESI INDONESLA [FORM SKD SPDN} bz el
a BaG.1 | ewTaas wans pasax IDENTITAS WAKIL/KUASA WAJES PAIAK
M T — A 555 = Nt S -
i - S O SN L bk S RS R
Adrne Aarrat
- ke
~ BoTel . e ~ P A oo Ty, -
sl b - @l it e
Bebintas S
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Formulir Pengajuan SKD SPDN
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Formulir Pengajuan SKD SPDN

@ = R eI T E SERAIA INFORKAAS] HARAR DétSh i
omunl BAG. IV PERNYATAAN WAIIB PAJAK

BAGI sual

(U

BAG. 1

: Kami menyatakar bahvwa pada Viasa Pajak sampai dergan hfasa Pzak Takun Pajzk kami adalah subjek pajak calam
ey negerl Indonesia sesuai dengan ketentuar Pasal 2 ayat {31 Undang-Uncarg 2Ph, dap atac seluruh penghasilan yang bersumber carn Negara

(\ )
f

Mitra/vurisdiksi Mitra P33 akan kami laporkan dalam Surat Pemberitahuar Tahunan Pajak Penghasiian sesuai ketentuan perundang-undangan.

&
!
f

2. Surat Keterargan Domisili in haryz akan digunakan dalas rangkas meneragkan ketentuan calam F3B antara Indoresiz cengar Negara Mitrs ataw

Yurisdiks! Mitra P3E sebazairana kami sebutkan paca Bag. |, dan Ucak akan cigurakar untuk tujuar lzinnya.

-
J

ey 3. Dalam hal kami mengajukan gengesahan Formulir <husus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Megara Mitra/Yuricdiksi Mitra 238, keberarar
3. Dwas i keterangan dalam Formulic Khusus tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
Minsa PIE ¢

& et Damikian permohanar ini kari sampaikan untuk memperoleh keterangan dari Direktur Janderal Pajak mengenal status kami sebagal subjek pa ak calam

@ W

=mem | neger inconesia.

Y
T

=) » . .
*t tebomint] teémpat dan tanggsl (hh/ehiahun) tanda tangar can rams terang
.) BAG. IV
~ 1. Tani iaepababin babrirn ke Micsa P sami dargien Masa Baish Fuitrs Pulak IR ——— M
rmyert ironeva e devgar ameetus Faal T g B3] Usfag Undany, P, dan aus seiurch semgbandar ey bewmbes dad B s i
! b Prepberi Tafiarmar Pejas e s

2. Swur Kateriamant Dorsiaid inl hariva svme o debn racgthn mewtashan bebenbae debeis 738 witine i W atais
i & z B 1| s, ks ki, igpambtart el

3. Deiwn hal hemi meegsuban pengeatan fums Kan

Amimrargan daban Formrdi Kl i st el Samgtars

Desritinn i el

(U

iah Norpara Biftw/Vuriadinw Misre 238, habwaren

st Dbkt el P ovmregminn staton hosed bl volishs suafek bt

E
&
»

n e iradreia
=
-’ . T Lemat sen Laryigel (i Laten) &L QT E————
~
BAG. W ] DAFTAR LAMPIRAN
Surat Perpatasn At Prighesilsn Yara Db Paish Rarguasian Yany ket Final
Foressb Ot g Fassn SINEL 3

Sutat Rt W Paiah
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Formulir Pengajuan SKD SPDN &
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Ketentuan Khusus dalam Pengajuan SKD SPDN (Lampiran |)

Bagi Waijib Pajak yang memenuhi ketentuan PP 46 tahun 2013 namun tidak
memperoleh penghasilan pada masa pajak terakhir sebelum mengajukan
SKD SPDN, wajib melampirkan surat pernyataan sesuai Iamplran | sebagai
pengganti pemenuhan SPT Masa PPh Pasal 4(2);

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN
YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Yang menandatanganl surat pernyataan ini:
nama

No. KTP/Paspor
NPWP

alamat

bertindak selaku Wajlb Paj ak/Wakll/ Kuasa®*):

TEATLHE 0l e e e e e A R S
NPWP A R A DA o B s s S
alamat B e non S el AN, cait s el snie s slise iy

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada masa pajak .............
Tahun Pajak .. .......... tidak memperoleh penghasilan yang dikenai pajak
penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Demikian surat permyataan ini kami buat dengan sebenar-henarnya.

Meterai Rp.6.000




Ketentuan Khusus dalam Pengajuan SKD SPDN (Lampiran |)

Bagi Waijib Pajak yang memenuhi ketentuan PP 46 tahun 2013 namun tidak
memperoleh penghasilan pada masa pajak terakhir sebelum mengajukan
SKD SPDN, wajib melampirkan surat pernyataan sesuai lampiran | sebagai
pengganti pemenuhan SPT Masa PPh Pasal 4(2);

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN
YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPERCLEH
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

namasa R R e B S R
Mo: IR PDBSTIOE" 5 s o aesms ais s s s e i e e ey
NPWP o N R - o N R e e S I s o Pt B G e~ )
alamat e

bertindak selaku Wajib Pajak/Wakil/Kuasa®):
nama = :

NPWP
alamat

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada masa pajak .............
Madnn Pajale oiasuipsine tidak memperoleh penghasilan yang dikenai pajak
penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diteritna atau
diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Demilkian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarmya.

Meterai Rp.6.000

(I UBRU S UBCU R VR T VIV I U UL

W

REPUBLIC OF INOONESIA
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Ketentuan Khusus dalam Pengajuan SKD SPDN (Lampiran II)

SURAT PERNYATAAN KEDUDUKAN

Bagi Wajib Pajak yang: UNTUK KEPENTINGAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI
« baru terdaftar dan SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA {SKD SPDN)
belum memiliki Yang menandatangani surat pernyataan ini:
il nama =
kewajiban No. KTP/Paspor
penyampaian SPT el
Masa PP.h Pasal ,25’ bertindak selaku Wajib Pajak/Wakil /Kuasa®):
» dikecualikan dari nama e ;
= NPWP
kewajiban e ol

menyampaikan SPT . _
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada masa pajak .............
Tah unan, atau sampai dengan ............. Tahun Pajak ............. bertempat tinggal atau

® H - : be ; TH—
- tidak menjalankan S
pekerj aan bebas yang Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benamya.

saat SKD SPDN
diajukan belum
melewati batas waktu

penyampaian SPT Metersi Rp.6.000
Tahunan

mmEamEOOOEM®®D
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JENIS SKD SPDN (1)

SKD SPDN berlaku selama 36 bulan
terhitung sejak tanggal diterbitkan
dan berlaku untuk banyak lawan
transaksi.

» Wajib Pajak yang
menyelenggarakan kegiatan di -
sektor perbankan, pasar modal,
perasuransian, dana pensiun,
pembiayaan, dan jasa keuangan
lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan yang
mengatur mengenai otoritas jasa
keuangan; atau

* Wajib Pajak yang sahamnya
terdaftar di bursa efek di
Indonesia

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

CERTIFICATE OF TAXPAYER RESIDENCY

The tax authority of the Repebic of Intonesia certifies that:
Mama of the taxpayer &

Taxpayer Identificaton Number
Address

o the best of cur knowladge and befie?, is 2 resident of the Republic of Indongsiz for Ncems tax purposes w\lh
the maamng of the Double Taxation Agreement between the Repualic of Indonesiz and ..

for the period of ................. 1ta . eerneens 1823 of the fiscal yoar i ) and i lable
warldwide taxation in Indonasia.

On wshalf of
the Diractor General of Taxes,

[Tanda tangan dan stempet; 1191
{28

¢ Director of International Taaation

This cemificate & raguested by e taxpayer mentionec 2bove for the purpases of daiming benefits ar relet
pravided by the Double Taxabon Agresment betwesn the Republic of Indsnesiaamd ... Y and
shall be wakd for 36 (thi ny six} months from the date of lssue.




JENIS SKD SPDN (2)

SKD SPDN untuk Wajib Pajak
lainnya berlaku selama 12
bulan terhitung sejak tanggal
diterbitkan dan hanya berlaku
untuk satu lawan transaksi

£ OF REPUBLIC OF INDONESIA

' DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

f . MPGSTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Bk DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

CERTIFICATE OF TAXPAYER RESIDENCY
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DEFINISI FORMULIR KHUSUS

Formulir Khusus adalah formulir yang
diterbitkan oleh otoritas pajak Negara
Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang berisi
permintaan konfirmasi status subjek
pajak dalam negeri Indonesia.
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Formolirkhgspys =~ - .~ €

MINISTRY OF FINAN CF REPUBLIC OF INDONESIA

¥/ DIRECTORATE GENERAL OF TAXES




Output PER-08/PJ/2017

e Menerbitkan SKD
* mengesahkan Formulir Khusus

~ « Menerbitkan SKD
~ * Menerbitkan surat penolakan

- permohonan pengesahan Formulir
. Khusus

. * Menerbitkan surat penolakan permohonan
. SKD

| « Menerbitkan surat penolakan permohonan
pengesahan Formulir Khusus
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MINISTRY OF FINANCE OF REPUBLIC OF INDONESIA

¥ DIRECTORATE GENERAL OF TAXES



Format Surat Penolakan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR Wil AYAH DIP ...

KANTBR PEJ_AYANAN PAJAK

Sitat 13399.'2;" o
Hal - Surat Penclgian Permahonan Surat Keterangan Domisifi
Bagi Subjek Pajak Dalamn Negeri indonesia

Sehubungan dengan Permohonan Surst Keterangan Domisih Bagi Subjek Pajak Dalam
HNegerl Indonesia yany Saudara sampaikan 1anggal ....eceeeee oo U0k Masa Pajak ...
sampai dengan Masa Pajak ... Tahur Pajak . dengan ini dibositatukan bahwa
permohonan Saudara tidak dapat diproses Isbih lanjut, karena fidak memenuhi:

T kelentuan Pasal 3 Peraturan Dieldur Jenderat Paja*( Nomor PER-0B/P.J2017, yaiu

1 kelertuar Pasa! 4 Peraturan Direkiur Jenderai Pajzk Nomor PER-GBIPI2017, yailu

ketenitian Pasal 5 Paraturan Direktur Jenderal Pa@(ﬂnmcr PER-GEPL2017, yaitu

I ketentuan Pasal 6 Peraturan Dirsktur Jenderal Paiak Nomor PER-{)G!‘PJ&?D‘I? yallu

Demikian disampaikan.

an. Dirsktur Jenderal
Kepals Kanior,

CECF cQ"=F”..iBL1f“ OF INDONESIA

DIRECTOR l = GENERAL OF TAXES

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP .

KANTOR PELAYANAN PAJAK ...

Sifat  : Segers

Sehubungan dengan permohoenan pengesahan Formulir Khusus yang diterbitkan oleh
otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdks: Mitra P3B sebagal lampiran Permohonan Swrat
Keterangan Domisfi Bagi Subjek Pajak Daiam Negeri Inderesia {SKD SPDN) yang Saudara

ixan pada tanggal unittk Mzsa Fajak ... sampai dengan Masa Pajak
winmneo.. TEDUN Pajak ... ..., dengan ini diberd batva nan ticiak dapat
diproses lehib lanjut, karena:

[} Permohonan SKD fidak memenuhi persyaratan penerbitan SKD SPDN sesusi dengan
L | surat penolakan alas permohonan Surat Keterangen Domissi Bagi Subjek Pajak Dalam
Negeni indonesia Nomor tanggal

Formudir Khusus yang disjukan pengesahannya fidek memenuh ketertuan Pasai 8 ayat
- {7} Persturan Direkler Jendersl Pajak MNomor PER-D&PH2017  yailu

Demikian disampaikan

an. Dirsleur Jenderal
HKepais Kantor,



UBLIC OF INDONESIA

D!RECTOR GENERAL OF TAXES




